
BAB V 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh Penulis dalam penulisan hukum ini, 

maka Penulis akan memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan sebagai berikut: 

1.1 Dalam rangka melindungi konsumen dan memberikan batasan terhadap pelaku 

usaha, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), melalui undang-undang ini Pemerintah 

memberikan batasan terhadap pelaku usaha dalam hal ini adalah maskapai 

penerbangan X yang merupakan perusahaan di bidang penerbangan atau maskapai 

penerbangan di Indonesia agar dalam menjalankan usahanya tidak merugikan 

konsumen yang dalam hal ini adalah penumpang pesawat terbang yang 

menggunakan jasa penerbangan yang disediakan oleh maskapai penerbangan X. 

1.2 Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan dalam rangka mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan penerbangan di Indonesia. 

1.3 Berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara pelaku 

usaha dan konsumen menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

masing-masing pihak. 

1.4 Dibatalkannya keberangkatan salah satu penumpang maskapai penerbangan X, 

Muttaqien akibat kesamaan data nama dan nomor kursi pada boarding pass dengan 

penumpang lainnya merupakan kelalaian manajemen maskapai penerbangan yakni 

petugas check-in (human error) dalam mencetak pas masuk atau boarding pass 

penumpang pada penerbangan tersebut,  sehingga mengakibatkan adanya 

wanprestasi, diantaranya adalah maskapai penerbangan selaku pelaku usaha tidak 

memberikan pelayanan atau service yang baik kepada penumpang selaku konsumen 

dalam hal mencetak pas masuk atau boarding pass, yang mana boarding pass 



tersebut merupakan salah satu tanda bukti telah disepakatinya perjanjian 

pengangkutan sesuai dengan biaya yang dibebankan kepada penumpang selaku 

konsumen dan selanjutnya boarding pass tersebut akan digunakan oleh penumpang 

untuk masuk ke dalam pesawat dan menempati kursi atau tempat duduk di dalam 

pesawat terbang. 

1.5 Dengan adanya kerugian penumpang selaku konsumen yang ditimbulkan akibat 

kelalaian manajemen maskapai penerbangan X selaku pelaku usaha yakni petugas 

check-in (human error) dalam hal mencetak boarding pass penumpang, maka pihak 

maskapai penerbangan X selaku pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan 

kompensasi atau ganti rugi kepada penumpang selaku konsumen yang dirugikan. 

1.6 Di dalam kasus dibatalkannya keberangkatan seorang penumpang pesawat maskapai 

penerbangan X yang memiliki kesamaan data nama dan nomor kursi pada boarding 

pass dengan penumpang lainnya akibat kelalaian petugas check-in (human error) 

maskapai penerbangan X dalam hal mencetak boarding pass tersebut, maskapai 

penerbangan X selaku pelaku usaha bertanggung jawab mengganti keberangkatan 

salah satu penumpang yang batal berangkat akibat kesamaan data nama dan nomor 

kursi pada boarding pass dengan penumpang lainnya tersebut dari pukul 9.30 WIB 

ke jam penerbangan berikutnya, yaitu pukul 13.00 WIB. Namun, dengan adanya 

tanggung jawab yang dilakukan oleh maskapai penerbangan X selaku pelaku usaha 

tersebut tetap merugikan waktu penumpang. 

1.7 Dengan adanya kasus kesamaan data nama dan nomor kursi pada boarding pass 

penumpang maskapai penerbangan X dengan penumpang lainnya akibat kelalaian 

petugas check-in (human error) maskapai penerbangan X dalam hal mencetak 

boarding pass tersebut, mengakibatkan pilot enggan menerbangkan pesawat jika 

salah satu dari kedua penumpang yang memiliki kesamaan data nama dan nomor 

kursi pada boarding pass tidak segera turun dari pesawat, sehingga mengakibatkan 

diundurnya keberangkatan hingga satu jam akibat kasus tersebut dan tentu 

merugikan waktu penumpang lainnya yang juga merupakan konsumen di dalam 

penerbangan tersebut. 

 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari seluruh pembahasan dalam penulisan hukum 

ini, maka: 



2.1 Diharapkan maskapai penerbangan X selaku pelaku usaha tidak melakukan segala 

bentuk kelalaian di dalam kegiatan penerbangan, seperti yang terjadi pada kasus 

kesamaan data nama dan nomor kursi pada boarding pass penumpang maskapai 

penerbangan X dengan penumpang lainnya yang merupakan kelalaian petugas 

check-in maskapai penerbangan X dalam hal mencetak boarding pass yang tentu 

dapat merugikan penumpang pesawat terbang selaku konsumen. 

2.2 Dengan adanya tanggung jawab yang besar dari maskapai penerbangan, akan 

meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan pengangkutan 

udara. Maskapai penerbangan X selaku pelaku usaha di bidang penerbangan 

sebaiknya dapat mempertahankan atau lebih meningkatkan kualitas dan tanggung 

jawab kepada penumpang selaku konsumen jasa penerbangan. 

2.3 Diharapkan pihak pengguna jasa penerbangan selaku konsumen yang dalam hal ini 

adalah penumpang pesawat terbang agar membiasakan diri untuk membaca Syarat 

dan Ketentuan (Terms and Conditions) yang telah dibuat oleh pihak maskapai 

penerbangan selaku pelaku usaha sebelum menggunakan jasa penerbangan yang 

telah disediakan oleh pihak maskapai penerbangan tersebut, agar dapat mengetahui 

hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa penerbangan. Selain itu, pihak 

pengguna jasa penerbangan yang dalam hal ini adalah penumpang pesawat terbang 

juga diharapkan turut berperan aktif untuk melaporkan apabila terdapat hal yang 

melanggar hukum dalam kegiatan penerbangan. 
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